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Menimbang :

BUPATI LANGKAT,

bahwa Peraturao Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukar,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fuqsi Sefia Tata Keda Dinas
Perhubungan Kabupaten Langka! Tugas dan Fungsi Pengendalian
dan Pengawasan Jasa Telekomunikasi dialihkal ke Dinas
Komunikasi dan Infonnatik4 sehingga perlu direvisi;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentaag P€rubahan atas perah[an
Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Din's perhubrugan
Kabupaten Langkat;

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembetrtukan
Daerah Otonom Kabupatgn - Kabupaten dalam Lingkung,an proviasi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58):

Undang - Undang Nomor 33 Tahrtrr 2OO4 tentalg perimbangan
Keuairgan artara Pemerintah pusat dengan pemeriqtahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nooor 126,
Tambahan kmbaraa Negara Rebuplik Iadonesia Nonor I 092);

Undang - U ang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukal
Pe.atuan Perundatrg - Undangan Negara Republik
Indolefla Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan frmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Urdang - Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentzry Aparatur Sipil
Negara {Lembarar Negara Republik Uaouesia ianuo ZOi+
Nomor 69 Tambahan LcmbaraD Negara Republil I-odonesia
Nomor 3899);

Undang-Urdang Nomor 23 TahuD 2014 tentang pemedntahas
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi; Talun ,014
Nomor 244. Tambahat Lembaran Negam Republil Indonesia
fonor 5-58-7) sebagairqana telatr diubah bedpa nafi terakhir
d@gar1 Undarg-Uidarg Nomor 9 Tahun ZOIS tentang ferutal;
sedua. ags UndaEg-Undang Nomor 23 Tahun 26'14 ;tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TJtri
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republit maonesia -Nomor 567s)i / \
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6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi

Pemerintahan ( Lemba$n Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

7. Peraturan Peoedntah Nornor 5 Tahur 1982 tentalg PeEindahan

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya

Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II
Lattgl<at (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 9);

8. Pemtuiall Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentatrg Perubahan

batas wilayah Daenh TiDgkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat
lI Langkat dan Kabupat@ Daerah Tingkat II Deli Serdang
(Lembaran Negara N Tahun 1986 No: lt, Tambahan Lembaran
Negara RI No 3323);

9. Perahuan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentu.l€n Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( LembaEn
Daerah Kabupaten Langkat Tahutr 2016 Nomor l, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupatea Langkat Nomor 29 );

10. Peraluan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tent€ng KedudukarL
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keda DiDas
Perhubungan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupateo
Laagkat Tahun 201 6 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkao : PERATURAN BUPATI TENTANG PERI.IBAHAN ATAS
PERATUMN BUPATI LANGKAT NOMOR 56 TAIIUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FLINGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBI]NGAN
KABI]PATEN I-ANGKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peratuan Bupati Nomor 56 Tahu 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupalen
l,angkat (Berita Daerah Kabupaten LaDgkat TahuD 2016 Nomor 56) diubah
sebagai bedkut :

I. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbuuyi sebagai bedkut:

Pasal 13

Bidang Rekayasa Lalu Lintas, Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas , pegawasan dan pengendalian lalu lintas,
penpsunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintss , melaksanakan bimbingan
keselamatan lalu lintas- melaksanakan perencanaan. pengadaan datr pemwatan Sarana dan
Prasarana Perhubungan.



2. Ket€ntuan Pasat 14 hurufc, huruf d diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Rekayasa
Lalu Lintas, Sa&na dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. Penyiapan program penyelenggarakau marnjemen dan rekayasa lalu lintas;
b. Penyiapatr bimbingan keselamatan dibidang lalu lintas , analisis dampak Ialu lintas"

Daerah rawan kecelakaan la.lu lintas dao menyiapkan program penanggulangan

kecelakaan lalu lintas;
c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di

jalan daE perli[lasan Kereta Api;
d. Pelaksanaan percr:aanaatr. petgadaao, dar, petuwatan fasilitas Sarana Prasarana

Perhubungan ;
e. Pemberi saran - saraE daD pertimbangatr kepada Kepala Dinas tentang langkah -

lang|<ah yang perlu diambil dalam bidang rekasaya lalu liatas;
f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikaa oleh kapala Dinas;
g. Peryusun Renstra , Reoja dan Lakip bidang rekayasa talu lintas, Saraua dan Prasarana.

3. Keteatuan Pasal 16 Pada ayat (2), huruf a diubah, sehiagga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 16

(1) Seki Perencanaan Rekayasa Lalu Lhtas mempunyai tugas menlapkan perencanaan
Rekayasa Lalu Lintas.

(2) Untuk menyelenggankao tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perencanaan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

a, Melaksaaakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis daDpak lalu lirtas dan
perencanaan perlintasan Kereta Api di I(abupateq

b. Melaksanakan evaluasi kebutuhan dan penetapan lokasi perlengkapan jalan,
mmbu- rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat peDga.rvasan dan
pengamanan jalan serta fasilitas pendukung;

c. Melaksanakan penetapan dan pengatumn jadngan hansfofiasi jala& pengawasan
serta pengatuan lalu lintas di ja.lan, patoli dan pengawalan;

d. Melaksanakau penetapan kelas jalan, jarhgan lalu lhtas aogkutan barang, dau
kecepatan maksimal dijalan Kabupaten;

e. Metaksanakan pe[gatuan lokasi pemuatan dan pembongkaran baraog dijalan
Kabupaten;

f. Melaksanakan suwey lapangan berkaitan dengan analisis dampak lalu lintas daa
berkoordhasi dengatr Instansi terkait.

4. Pasal 17 dihapus

Pasal 17
dihapus

f



5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 17 A berbruryi
sebagai berikut :

Pesal l7 A

(l) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasao
dao pengendalial operasional lalu liqras.

(2) Untuk Menyelenggamkan tugas sebagaimaoa dimaksud pada ayat (l) , Seksi
Pengawasan dan Pengendalian operasional lalu lintas mempunyai Fungsi;

a. Melaksanakan monitodog dan evaluasi keselamatal transporasi angkutan darat
dijatan.

b. Melaksanakan koordinasi dengan ilstansi terkait berkaitan dengan
pengembanganjadryao daD keselamatan lalu lintas dijalan. .

c. Melaksanakan prerenca.aan dan program kegiatan keselamatan lalu lintas.
d- Melaksanakm suwey lapangan , pengendalian, pengawa-san dan penetapan

daerah rawan kecelakaan lalu lintas di jalan.
e. Menyiapkan lapomE ilan evaluasi terhadap peningkatan dao petrgawasan

penguuaao j alan,

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), huuf a diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
bedkut :

Pesal 18

(l) Seksi Sarana dan Prasamna Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan
dan pemwatan sarana prasarana Perhubungan.

(2) Unruk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana
dan Prasaiana Mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peiencanaarl pengadaan dan p€rawatan fasilitss sarana dan prasarana
pefiubungan;

b. Metaksanakan pengumpulan balul-bahan dalam mngka petr)rusunan rencana dan
piogram kegialan keria Dinas;

c. Melaksanakan analisis, evaluasi dan penpsuun laporan kerja Dinas ,seita
pengadaan dao peodistribusian perlengkapan operasional Dinas;

d. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penetapan lokasi terminal, parkir,
pelabuhan , peryujian kenderaan bermotor dim simpul transportasi laimya;

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangarl pengadaan
pehmjuk teknis pelaksanaan tugas dan dokume[tasi Peraturan;

f. Melaksanakan koordinasi kegiatdr intensifikasi dan ekstensif*asi potensi
Perdapatal Asli Daerah.

7. Ketentuar Pa$l 22 ayat (2), huruf c diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai
berikut :

Pesal22

(1) Seksi A-ngkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaatr penyelenggaan
usaha Angkutan darat;

(2) Untuk Menyelenggarakn tu8as sebagaimana zlimaksurl pada ayat (l) , S€ksi Angkutan
Daral mempunyai tugas:




